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Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum yang diberikan 
kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan saat 
debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, 
serta penafsiran ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskritif. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder melalui studi 
kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari buku, jurnal, dan data internet. 
Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan terhadap sistematik 
hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan 
tertentu atau hukum tercatat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
studi kepustakaan, sedangkan tknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif. 
 





 This study examines the legal provisions granted to creditors in credit 
agreements with mortgage guarantees when a debtor underwrites pursuant to Law 
No. 4/1996 concerning the Right to Insurance of Land and Land-Related Items, as 
well as the interpretation of the provisions of the article in the Act No. 4 of 1996. 
This research is a type of normative normative research that is useful descriptive. 
The type of data used in this study is. By reviewing and using books, journals, and 
internet data. The research approach used is the approach to systematic law, that is 
research conducted on certain legislation or retained law. Technical data used is 
literature study, while tknik data analysis done qualitatively. 
 





1.1 Latar Belakang Masalah 
Pembiayaan/pendanaan yang diberikan perbankan atau dipinjamkan 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut tentunya bukan merupakan 
dana milik perbankan itu sendiri dikarenakan modal yang dimiliki perbankan 
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memang terbatas, namun juga merupakan dana titipan milik masyarakat 
umum yang disimpan dalam berbagai bentuk seperti halnya tabungan, giro 
maupun deposito. Hal ini sejalan dengan dasar bisnis perbankan yaitu 
penghimpun dana masyarakat (funding) dan penyalur kembali (lending) serta 
kaitannya dengan fungsi bank yaitu intermediasi.
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Dalam pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian 
kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko 
mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar 
utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan oleh 
Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara 
bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau 
kemacetan dalam pelunasan kredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena 
pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhi 
kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena 
adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, 
ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum).
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Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan baik berupa benda bergerak 
maupun benda tidak bergerak tersebut bukan untuk dimiliki secara pribadi 
oleh kreditur, karena perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit bukanlah 
merupakan suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak 
milik atas suatu barang, akan tetapi barang jaminan tersebut dipergunakan 
untuk melunasi utang dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang 
berlaku, yaitu barang dijual secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi 




Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka 
dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan 
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judul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM 
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN “. 
 
1.2 Perumusan Masalah  
a. Perlindungan hukum apa yang diberikan kepada kreditur ketika debitur 
wanprestasi dalam suatu Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak 
Tanggungan?  
b. Bagaimana penafsiran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika 
debitur wanprestasi ?  
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 
1.3.1. Tujuan : 
a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada 
kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan 
ketika debitur wanprestasi. 
b. Untuk mengetahui penafsiran ketentuan yang terdapat dalam Undang- 
Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang memberikan perlindungan hukum 
kepada kreditur ketika debitur wanprestasi. 
c. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
1.3.2 Manfaat 
a. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan 
bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit 
dengan jaminan Hak Tanggungan ketika debitur wanpresti. 
b. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisa yang akan 
membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengukur sejauh mana 
kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi 
masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait 




1.4 Kerangka Pemikiran 
Suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak kreditur sebagai 
pemberi fasilitas kredit dan debitur sebagai pihak peminjam atau penerima 
kredit diperlukan suatu benda jaminan guna menjamin pelunasan hutang 
debitur serta meminimalkan resiko yang terjadi. Benda jaminan tersebut ada 
yang berupa benda bergerak maupun benda tetap. Jaminan yang paling 
banyak dipergunakan sebagai agunan adalah berupa tanah, baik mencakup 
hak pakai, hak guna bangunan, hak milik, maupun hak guna usaha karena 
memiliki nilai yang umumnya terus meningkat. 
Benda jaminan tersebut merupakan benda tidak bergerak, dimana 
keberadaanya diatur oleh lembaga Hak Tanggungan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta 
Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. Dalam proses pemberian kredit 
tidak menutup resiko yang terjadi, karena resiko biasanya cenderung terjadi 
berupa kegagalan pengembalian utang oleh pihak debitur. Berdasarkan hal 
tersebut, peneliti mencoba mengkaji bentuk perlindungan hukum yang 
diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi, serta penafsiran 
ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang 
memberikan perlindungan hukum kepada kreditur apabila debitur 
wanprestasi. 
2. Metode Penelitian 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini 
menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut : 
2.1 Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum 
normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum 
tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu 
kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
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2.2 Sifat Penelitian  
Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. 
Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat 




2.3 Pendekatan Penelitian 
Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 
hukum normatif, maka penelitian ini mencakup penelitian terhadap 
sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-
undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah 
untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok 
atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak 
dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.
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2.4 Jenis Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan 
atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang 
mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-
undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan 
kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
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2.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.
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2.6 Teknik Analisis Data  
Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan 
dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan 
                                            
5 Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, hal. 10 
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan 
Singkat. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 15 
7 Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, hal. 12 
8 Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, hal. 21. 
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pemilahan datadata yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada 
hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-






3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum yang diperoleh pihak kreditur ketika 
debitur wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak 
Tanggungan. 
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika 
debitur wanprestasi menurut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 terdapat dalam bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang tertuang 
dalam bentuk tertulis, yaitu baik berupa akta di bawah tangan maupun akta 
autentik. Menurut penulis, bahwa yang lebih menjamin hak kreditur dalam 
memperoleh kembali piutangnya ketika debitur wanprestasi adalah pada 
perjanjian kredit dengan akta autentik. Akta autentik ini memiliki kelebihan 
yaitu dapat dimintakan Grosse Akta Pengakuan Hutang yang memiliki 
kekuatan eksekutorial dan menjadi dasar untuk pelaksanaan eksekusi apabila 
debitur cidera janji. Akan tetapi, berdasarkan Penjelasan Umum Angka 9 dan 
Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, telah 
diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai pengganti Grosse Akta 
Pengakuan Hutang yang memiliki fungsi yang sama.  
Akta autentik ini dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang 
berwenang yaitu notaris melalui proses pengikatan perjanjian kredit dengan 
jaminan pemberian Hak Tanggungan terlebih dahulu, kemudian dibuatkan 
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) yang memuat janji-janji guna menjamin hak kreditur dalam 
memperoleh pelunasan piutangnya dan membatasi kewenangan debitur, dan 
                                            
9 Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, hal. 251. 
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dilakukan tahap berikutnya yaitu proses pembebanan Hak Tanggungan 
melalui tahap pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan dan 
sebagai Bukti adanya Hak Tanggungan diterbitkannya Sertifikat Hak 
Tanggungan yang memiliki irah-irah “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dimana sertifikat 
ini menjadi landasan atau dasar pelaksanaan eksekusi apabila debitur 
mengingkari untuk melunasi hutangnya di kemudian hari.  
 
3.2 Penafsiran Ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 yang Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Kreditur ketika 
Debitur wanprestasi 
Adapun ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang 
memberikan perlindungan hukum kepada kreditur adalah : 
a. Pasal 1 angka 1 : Memberikan kedudukan yang diutamakan atau 
didahulukan kepada pemegang Hak Tanggungan. 
b. Pasal 6 : Lelang tanpa melalui pengadilan. 
c. Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) : Eksekusi atau Lelang melalui Pengadilan 
atas Sertifikat Hak Tanggungan 
d. Pasal 20 ayat (2) dan (3) : Penjualan di bawah tangan.  
e. Pasal 11 ayat (2) : tentang Janji-Janji yang tercantum dalam Akta 
Pemberian Hak Tanggungan. 
f. Pasal 7 : Asas Droit de Suite (Hak Tanggungan selalu mengikuti objek 





4.1  Kesimpulan 
Bahwa Perlindungan hukum terhadap kreditur terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta 
benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan menjadikan kepentingan debitur 
maupun kreditur mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Tujuan utama 
 8 
 
diundangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan ini khususnya memberi 
perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila pihak debitur melawan hukum 
berupa wanprestasi 
 
4.2  Saran  
Sanksi yang diberikan kreditur ketika debitur wanprestasi ini juga sangat 
baik dilakukan karena dengan demikian orang yang melakukan transaksi pinjam 
meminjam uang yaitu antara pihak debitur dan kreditur akan diatur oleh Undang-
Undang Hak Tanggungan. Maksudnya debitur akan lebih berhati-hati untuk tidak 
lalai dengan perjanjiannya tersebut sehingga tidak ada istilah melakukan 
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